
1. Undang-Undang Darurat Nornor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembenrukan Daerah Otonorn Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumate:ra Utara 
[Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

" 1 Tnriono-llnclan!! Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Mengingat 

Menimban~ . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdung, 
perlu menetapkan Pernturan Bupati Deli Serdang tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan M11syantkat dan Desa 
Kabupaten Deh Serdang. 

b. bahwa untuk mernenuhi maksud pada huruf a diatas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta 
Tata }<erja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Deli Serdang. 

BUPATIDELISERDANG, 

DENGAN ~AT TUHAN YA1'G MAHA ESA 

KEDUDUKAN, SUSUNA1' OROA.JIISASI, TOGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEl'f DELI SERDA.NG 

TEIITANG 

PERATURAN BUPATI DELI SERDANO 

NOMOR I~ TAHUN 2020 

PROVINSI SUMA.TERA UTARA 

BUPATI DELI SEROANG 

~. 



- · -- • ..,. .... ""'' ' c;ll'ROA NG 

PERATURAN BUPATI TBNTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DillAS PEMBERDAYAAlf MASYARAKAT DAN DESA 

MF:MUTIJSKAN; 

Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
52340); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara ~epublik tndonesia Nomor 5587) ::ieba~im11na 

telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nl"gara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomo1 18 Tahu u 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagarmana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomur 72 Tahun 

2019 tentang Perangkat Daerah {Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Neg>tra Republik lndonesia Nomor 640:.?); 
6. Pcraturan Daerah Kahupatcn Ueli Serdang Nomor 3 

Tahun 2016 Ten tang Pembentukan dan Suaunan 
Perangkal Daerah (Lcmbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
3 Tahun 2016) 

Menetapkan 



menyelenggarakan rugas pokok. 
untuk erat yang hubungan mcmpunyai 

Dalarn Peraruran Bupati mi yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 
2. Pemeriniah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyclen.ggara Pemerinrahan Dacrah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonorn. 

3. Bupau adalah Bupati Deli Scrdang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Deh &rdang. 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Deli Serdang, 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pcmberdaya.an 
Masyarakat dan Desa Kabupatcn Deli Serdang. 

7. Sekretans adalah Sekrctaris Dinas Pemberdo.yaan 
Masya.raka.t dan Desa Kabupatcn Deli Serdang 

8. Bidang adalah Bidang pads Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa K.abupaten Deli Serdang. 
9. Scksi adalah Seksi pada Dmas Pembertlayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Deli Serdang. 
1 O. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan 

Masvarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. 
l l. Kelompok Jabatan Pungsional adalah kelompok pegawai 

negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang 
berw enang dala.m pelaksanaan kegiatan yang sesuai 
dengan profesmya dalam rangka kelancaran tugas 
pemerintahan. 

12. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan 
kepada seseorang yang harus dilaksariakan dan 
dipcrtanggungjawabkan sesuai dengan ketenruan yang 
berlaku 

13. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya 

Pasal 1 

BABI 

l(ETENTUAN UMUM 



(1) Susunan Orgarusasi Dinas Pernberdayaan Masyara.kat dan 
Desa terdui dari : 

a. Kepala Dinas. 
b Sekretariat: 
c Bidang Bina Pemerintahan Desa; 

d. Bidang Pelayanan Sosial Dasar: 
e. Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pcdesaan; 
f. Bidang Pemberdayaan dan Perringkatari Kapasitas 

Pasal 3 

BABIU 
SUSUNAN ORGANISASI DAN NOMENKLATUR 

DINA$ PEll.ffif.RDAYMN MASYARAJ<AT DAN DESA 

- 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupaten Deli 
Serdang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
di bidang pembcrdayaan masyarakat dan desa yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Dinas Pembcrdayuan Masyarakat dan Desa Kabupatcn Deli 
Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh 
Kepala Dinas Pcmberdayaan Masvarakat dan Desa Kabupaten 
Deli Serdang yang berkeduduko.n cli bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang mclalui 
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

(3) Dtnas Pemberdayaan Masyarakat dan nesa Kabupaten Deli 
Serdang sebagalmana dimakeud pada ayat (2) mempunyai 

tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan 
pcmerintahan bidang pcrnberdayaan masyarakat dan desa 
yang menje.di kewcnangan daerah dan tugas pembantuan 
yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. 

(41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan De!I& Kabupaten Deli 
Serdang merupakan Perangkat Daerah <lengan Tipelogi A 

Pasal 2 

BAB II 

KEDUDUKAN 



Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Bagan Struktur Organisaei 
Dinas Pernbcrdayaan MasyiuakaL dan Desa sebagaimana 
tercantum pada lampiran I dan 11 sebagai bagian yang tidak 

'"n'li .. <1hki:in dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 4 

Mas,arakat pada ayat (l) huruf f diaias terdiri dari 
I 

11 Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partiaipatif: 

2) Seksi Pendampmgan Desa dan Peningkatan Kapasuas 
Masyarakat; 

3) Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkcmbangan 
Dcsa/Kelurahan 

Kapasitas (6) Bidang Pemberclayaan dan Peningkatan 

Pemcnncahan Desa. 

(4) Bidang Pelayanan Sosial Oa!,M pada ayat (1) huruf d diatas 
terdiri do ri : 

I) Seksi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga: 
2) Seksi Pelayanan Sosial Dasar: 

3) Seksi 1'rt1.thsi dan Kcarifan Lokal Masyarakat Dcsa. 
(5) Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan pada 

ayat (1) huruf e diatas tcrdiri dari : 
1) Seksi Pcmbangunan Kawasan Pedesaan, 

2) Scksi Pengembangan Usaha Ekonomi Dcsa; 
3) Seksi Pernanfaatan Teknologi Te pat Guna (TTG). 

Aparatur Kapasitas dan Pengernbangan 3) Scksi 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diatas terdiri dan : 

1) Sub Bagian Umum: 

2) Sub Bagian Keuangan; 

3) Sub Bagian Program. 

(3) Bidang Bina Pemerintahan Desa pada ayat (l) huruf c diatas 
terdiri dari : 

l I Seks1 Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 

2) Seksi Keuangan dan Aset Desa, 



Sebelum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan, pemangku 
jabatan perangkat daerah yang nomcnklatur jabatannya berubah 
masih tetap melaksanakan tugas pokok dan Iungsi eampai dengan 
diangl<at dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan. 

Pasa.l 7 

BAB VJ 
KETENTUAN PERAUHAN 

( 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama; 

(2) Sekretaris Dinas rnerupakan jabatan eselon Ula atau .rabatan 

Admmistr~tor; 
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon Illb atau Jabatan 

Administrator; 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 

struktural eselon !Va atau .Jabaran Pengawas; 

Pasal 6 

BABV 
JABATAN pgRANGKAT DAERAH 

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Seksl, sesuai dengan tugas dan fungsi dan wajib 
mcnerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, 
mengawasi, memimpin, membimbing, memaruhi, menyampaikan 
laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing 
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pem.erincah 
Daerah serta dcngan instansi lain di luar Pemcrintah Daerah 
sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 5 

BABIV 

TATA KERJA 



Bcrita, Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor : \' 

Paraf Hierarki : 
No. I= Jabatan I Pan•! 
1. Asisten Pemerintahan dan } 
~esejahteraan Rakvat 

~ Kepala Bagian Hukum __ J __ __, 

SEKRTETARlS DAERAB 
KABUPATEN DELI SERDANG 

2020 
Diundangkan di Lubuk Pakarn 
pada Tanggal 11 -..b.,u,.~ 

ASRARI TAMBUNAN 

ttd 

BUPATIDELlSERDANG 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal t:{ ~aou.ori 2020 

Peraturan Bup ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahumya, mernerintahkan pengundangan 
l'eraturan Bup~ti ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. 

Pasal 9 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Keempat, 
Paragraf Kedua betas, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Lampiran 
XV Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal8 

BABVTI 

KETENTUANPENUTlJP 
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